PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DAN

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

NOMOR : 019.5/02/23/2025
NOMOR : B-01/M.3.44/Gs/01/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima (13-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SITI ZUMAROH

II. ZEIN YUSRI MUNGGARAN :

: Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid,
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kabupaten
Magelang, berdasarkan Keputusan Bupati
Magelang Nomor:
180.182/821/02/KEP/22/2020 tanggal 7
Januari 2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Pimpinan Pratama atas nama Sdr. Umi
Haniyati Chauliyanah, S.E. NIP.
196407071990032004 dkk di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang,
berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan
Soekarmo-Hatta Nomor 07, Kabupaten
Magelang, berdasarkan Keputusan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-
498/C/10/2023 tanggal 09 Oktober 2023
tentang Pemindahan, Pemberhentian dan
Pengangkatan dari dan dalam Jabatan
Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan
Repulik Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri
Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri

disebut PIHAK.
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PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berilcut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah suatu Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang keuangan;

b. bahwa PIHAK KEDUA memiliki kedudukan menjalankan tugas dan
kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan
fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;

c. bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada
huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam
rangka penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara yang dihadapi PIHAK KESATU dengan mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor
38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga;

8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia sebagaimana telag diubah beberapa kali terakhit
dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

9. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan
Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11.Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

12.Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara
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Pemungutan Pajak Daerah;

13.Peraturan Bupati Magelang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah,;

14.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Nomor: 019.5/10/01.02/2024
Nomor: B-02/M.3.44/Gs/02/2024 tentang Bidang Hukum Perdata dan
Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam
bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. Untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian
masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di
dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

b. Untuk memastikan perlindungan hukum dalam upaya penertiban dan
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pendampingan pelaksanaan
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam
perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK
KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat
maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non
litigasi;

b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN)
dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau
Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audif) di Bidang hukum
Perdata dan Tata Usaha Negara;

c. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa
Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan
keuangan/kekayaan daerah serta menegakkan kewibawaan pemerintah
melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;

d. Pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;

e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui
Sosialisasi dan Penyediaan Narasumber;

f. Kerja Sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk
pencegahan tindak pidana korupsi.

(3) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
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Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

a.

g.

mendapatkan bantuan Hukum dalam bidang Perdata maupun Tata
Usaha Negara baik sebagai tergugat maupun penggugat baik secara
litigasi maupun non litigasi dari PIHAK KEDUA;

mendapatkan Pertimbangan Hukum berupa pendapat hukum dan/atau
pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
dan/atau audit hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari
PIHAK KEDUA;

mendapatkan Layanan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan
memulihklan keuangan atau kekayaan daerah serta menegakkan
kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi;
mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah;

mendapatkan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui
sosialisasi dari PIHAK KEDUA;

menerima Kerja Sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum termasuk
pencegahan tindak pidana korupsi;

mendapatkan jawaban tertulis dari PIHAK KEDUA atas permohonan
Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

a.

b.

C.

menyampaikan Surat Permohonan Pemberian Bantuan Hukum,
Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain secara tertulis kepada
PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan permasalahan hukum dimaksud;

menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA setelah
Permohonan Bantuan Hukum dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA;
menyampaikan Surat Permohonan Pendampingan Kegiatan Optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah :

a.

menerima Surat Permohonan Pemberian Bantuan Hukum,
Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain secara tertulis dari
PIHAK KESATU dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan permasalahan hukum dimaksud;

menerima Surat Kuasa Khusus dari PIHAK KESATU setelah Permohonan
Bantuan Hukum dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA;

menerima Surat Permohonan Pendampingan Kegiatan Optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah secara tertulis dari PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

a.

memberikan bantuan Hukum dalam bidang Perdata maupun Tata Usaha
Negara baik sebagai tergugat maupun penggugat baik secara litigasi
maupun non litigasi kepada PIHAK KESATU;

memberikan Pertimbangan Hukum berupa pendapat hukum dan/atau
pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
dan/atau audit hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada
PIHAK KESATU;

memberikan Layanan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan
memulihklan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan
kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi;
memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah;

memberikan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui
sosialisasi kepada PIHAK KESATU;
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. memberikan Kerja Sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum
termasuk pencegahan tindak pidana korupsi,

8. memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK KESATU atas permohonan
Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan
Hukum Lain.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum dalam rangka pendampingan
pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai
dengan materi permasalahan,;

(2) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk
menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 6
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk
menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi
yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan
tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

(3) Kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau
diakhiri lebih awal.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila salah satu PIHAK akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian
Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang
menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut, wajib
memberitahukan maksud dan alasan pengakhiran atau perpanjangan
jangka waktu tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka
akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
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(1)

(2)

(4)

()

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA /FORCE MAJEURE

Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau
keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK
atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja
Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan
memaksa).
Yang termasuk sebagai force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan
daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang
mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan
ketentuan Perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak
terbatas pada:
. bencana alam/wabah penyakit;
. pemberontakan /huru-hara/perang;
. kebakaran;
. sabotase;
. pemogokan umum,;
kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi
secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force
majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya
kejadian tersebut.
Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena force majeure
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya
peristiwa dimaksud sebagai force majeure.
Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai
akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

il O o Ve o B Y

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi
lainnya diantara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat
disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimile atau email dengan
menggunakan alamat sebagai berikut :

a.

b.

PIHAK KESATU
Nama : Pemerintah Kabupaten Magelang
Up : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No.59 Kota Mungkid Magelang
Telepon : (0293) 788103

Email : subbidpendataanp4@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Kejaksaan Republik Indonesia

Up : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No.07 Kota Mungkid Kabupaten
Magelang

Telepon : (0293) 788184

Email : jpn.kabmagelang@gmail.com
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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DAN

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

NOMOR : 019.5/02/23/2025
NOMOR : B-01/M.3.44/Gs/01/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima (13-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

[. SITI ZUMAROH

II. ZEIN YUSRI MUNGGARAN :

: Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid,
Jalan Soekarno-Hatta Nomor S9 Kabupaten
Magelang, berdasarkan Keputusan Bupati
Magelang Nomor:
180.182/821/02/KEP/22/2020 tanggal 7
Januari 2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Pimpinan Pratama atas nama Sdr. Umi
Haniyati Chauliyanah, 8.E. NIP.
196407071990032004 dkk di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang,
berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan
Soekarno-Hatta Nomor 07, Kabupaten
Magelang, berdasarkan Keputusan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-
498/C/10/2023 tanggal 09 Oktober 2023
tentang Pemindahan, Pemberhentian dan
Pengangkatan dari dan dalam Jabatan
Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan
Repulik Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri
Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya
disebut PITHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri

disebut PIHAK.
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PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah suatu Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang keuangan;

b. bahwa PIHAK KEDUA memiliki kedudukan menjalankan tugas dan
kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan
fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;

c. bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada
huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam
rangka penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara yang dihadapi PIHAK KESATU dengan mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor
38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga;

8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia sebagaimana telag diubah beberapa kali terakhit
dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

9. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan
Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11.Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,;

12.Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara
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Pemungutan Pajak Daerah;

13.Peraturan Bupati Magelang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah;

14.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Nomor: 019.5/10/01.02/2024
Nomor: B-02/M.3.44/Gs/02/2024 tentang Bidang Hukum Perdata dan
Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam
bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. Untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian
masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di
dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

b. Untuk memastikan perlindungan hukum dalam upaya penertiban dan
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pendampingan pelaksanaan
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam
perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK
KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat
maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non
litigasi;

b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN)
dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau
Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang hukum
Perdata dan Tata Usaha Negara,

c. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa
Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan
keuangan/kekayaan daerah serta menegakkan kewibawaan pemerintah
melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;

d. Pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;

e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui
Sosialisasi dan Penyediaan Narasumber;

f. Kerja Sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk
pencegahan tindak pidana korupsi.

(3) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
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Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

3)

“4)

a.

g

mendapatkan bantuan Hukum dalam bidang Perdata maupun Tata
Usaha Negara baik sebagai tergugat maupun penggugat baik secara
Iitigasi maupun non litigasi dari PIHAK KEDUA,;

mendapatkan Pertimbangan Hukum berupa pendapat hukum dan/atau
pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
dan/atau audit hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari
PIHAK KEDUA;

mendapatkan Layanan Hulum Lain dalam rangka menyelamatkan dan
memulihklan keuangan atau kekayaan daerah serta menegakkan
kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi;
mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah;

mendapatkan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui
sosialisasi dari PITHAK KEDUA;

menerima Kerja Sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum termasuk
pencegahan tindak pidana korupsi;

mendapatkan jawaban tertulis dari PIHAK KEDUA atas permohonan
Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.

Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

a.

menyampaikan Surat Permohonan Pemberian Bantuan Hukum,
Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain secara tertulis kepada
PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan permasalahan hukum dimaksud;

menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA setelah
Permohonan Bantuan Hukum dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA,;
menyampaikan Surat Permohonan Pendampingan Kegiatan Optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

Hak PIHAK KEDUA adalah :

a.

menerima Surat Permohonan  Pemberian Bantuan  Hukum,
Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain secara tertulis dari
PIHAK KESATU dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan permasalahan hukum dimaksud;

menerima Surat Kuasa Khusus dari PIHAK KESATU setelah Permohonan
Bantuan Hukum dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA;

menerima Surat Permohonan Pendampingan Kegiatan Optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah secara tertulis dari PIHAK KESATU.

Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

a.

memberikan bantuan Hukum dalam bidang Perdata maupun Tata Usaha
Negara baik sebagai tergugat maupun penggugat baik secara litigasi
maupun non litigasi kepada PIHAK KESATU;

memberikan Pertimbangan Hukum berupa pendapat hukum dan/atau
pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
dan/atau audit hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada
PIHAK KESATU;

memberikan Layanan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan
memulihklan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan
kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi;
memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah;

memberikan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui
sosialisasi kepada PIHAK KESATU;
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f. memberikan Kerja Sama lain dalam rangka mitigasi resiko hulum
termasuk pencegahan tindak pidana korupsi;

g. memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK KESATU atas permohonan
Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan
Hukum Lain.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum dalam rangka pendampingan
pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai
dengan materi permasalahan;

(2) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk
menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 6
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk
menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi
yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan

tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan Kketentuan Peraturan

Perundang-undangan,;

Kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau

diakhiri lebih awal.

3

~

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila salah satu PIHAK akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian
Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang
menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut, wajib
memberitahukan maksud dan alasan pengakhiran atau perpanjangan
jangka waktu tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka
akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
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(1)

(4)

(5)

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau

keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK

atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja

Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan

memaksa).

Yang termasuk sebagai force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan

daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang

mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan

ketentuan Perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak

terbatas pada:

a. bencana alam/wabah penyakit;

b. pemberontakan/huru-hara/perang;

c. kebakaran;

d. sabotase;

e. pemogokan umuim;

f. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi
secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.

PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force

majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK

lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya

kejadian tersebut.

Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena jforce majeure

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya

peristiwa dimaksud sebagai force majeure.

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai

akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi
lainnya diantara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat
disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimile atau email dengan
menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

b.

Nama : Pemerintah Kabupaten Magelang

Up : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Magelang

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No.59 Kota Mungkid Magelang

Telepon : (0293) 788103

Email : subbidpendataanp4@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama . Kejaksaan Republik Indonesia

Up : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No.07 Kota Mungkid Kabupaten
Magelang

Telepon : (0293) 788184

Email . jpn.kabmagelang@gmail.com
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Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

a.
b.

C.

d.

(5

habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;

kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama
dalam jangka waktu kerja sama;

salah satu PTHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja
Sama;

terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja
Sama ini tidak dapat dilaksanakan;

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum
jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada PTHAK lainnya sekurang-kurangnya
3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

(3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang
timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK
lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja
Sama ini masih berlaku.

Pasal 12
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih
lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota
Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua)
bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| JABATAN PARAF
TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM 1.| SEKDA F
KABAG HUKUM A 2.| ASS. SEKDA i
717
A SUBKOORDINATOR BANTUAN 2 3.| KABAG
HUCUMTAN B 4. | SUB. KOORDINATOR
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Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

a.
b.

C.

d.

c.

habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;

kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama
dalam jangka waktu kerja sama,;

salah satu PIHAK tidak meclaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja
Sama,;

terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja
Sama ini tidak dapat dilaksanakan;

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK yang mcnghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum
jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya
3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

(3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang
timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK
lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja
Sama ini masih berlaku.

Pasal 12
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih
lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota
Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua)
bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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Kepada Yth.
Lewat

Dari
Tanggal
Nomor

Sifat
Lampiran
Hal

Disposisi

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122

Kota Mungkid 56511

NOTA-DINAS

Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Pemerintahan

13 Januari 2025

019.5/ Of /01.01/2025

Penting

1 (satu) bendel

Permohonan Paraf Naskah Perjanjian Kerja Sama Antara
Pemerintah Kabupaten Magelang dan Kejaksaan Negeri
Kabupaten Magelang Tentang Penanganan Masalah Hukum
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Rangka
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka fasilitasi kerjasama daerah berupa
Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Magelang
dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Tentang Penanganan
Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam
Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, berikut dengan
hormat kami sampaikan Draft Naskah Perjanjian Kerja Sama
(PKS) dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan
hormat kami sediakan konsep Naskah Perjanjian Kerja Sama
Antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Kejaksaan Negeri
Kabupaten Magelang Tentang Penanganan Masalah Hukum
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Rangka
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, apabila Bapak Sekretaris
Daerah berkenan mohon paraf.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon arahan.

engetahui,
RINTAHAN DAN KESRA KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

BAMBANG HERMANTO, S. STP. YUVITA ISNI RATIN, S.E..MM.

NIP. 19820911 200112 1 004 NIP. 197108

Pembina Tingkat | Pembin%r ingkat |

199703 2 008



